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The institution is a government partner.The existence of Community 
Empowerment Institutions does not show its function, As an institution is only 
complementary, lacks role, is still weak and has not been accepted by the 
community, the institution is only a symbol, has not yet had an initiative, has not 
been able to mobilize community self- help in development.This thesis research 
puts forward the theory of George W. Edward III. He gave four key points in 
looking at the implementation of policies, namely First Communication, Both 
Resources, Third Disposition and the fourth Structure of Bureaucracy. The use 
of methods in this study using qualitative descriptive methods. In this study using 
a sample with a community Purposive sampling technique in North Bekasi 
District. Data collection techniques used in the form of observation techniques, 
interviews and questionnaires or questionnaires. Communication between the 
government and administrators of the Society and Community Empowerment 
Institutions has proceeded according to provisions. Resource. Already applied in 
the institution. according to the duties and functions of the institution. Disposition 
aspect in the institution's activity program, according to the trial and skills 
possessed. Bureaucratic structure is a series of activities according to the 
Standard Operating Prosedures (SOPs). Regular and conducive working 
mechanisms for Community Empowerment Institutions are in accordance with 





Tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pancasila. Salah satu sila yang 
berbicara tentang kehidupan sosial atau tentang masyarakat adalah ada pada sila 
kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kontek penjabaran 
kepada masyarakat dimulai berjenjang dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah 
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daerah tersusun secara sistematis (Nurcahya & Dewi, 2021). Salah satunya adalah 
bagian dari kerangka pemerintahan didaerah yaitu di Kota Bekasi. 
Kota Bekasi yang letak geografisnya berada dekat dengan pemerintahan pusat, 
tentunya segala kondisi yang ada, akan berdampak terhadap tingkat kemajuan 
dan perkembangan pembangunan di sekitarnya. Namun demikian laju pembangunan 
di wilayah Kota Bekasi sebagai bagian kecil dari struktur pemerintahan Republik 
Indonesia yang memiliki wilayah penduduk, serta komponen struktur dan infra-
sturuktur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam wadah pemerintahan 
Republik Indonesia .  
Kondisi ini tergambarkan lewat visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang berkaitan 
langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 
2005-2025. Visi jangka panjang Kota Bekasi   adalah untuk   menjadi   “Bekasi 
Kota Kreatif Yang Ihsan”.Terkandung tiga gambaran kondisi yaitu Bekasi Maju, 
Bekasi Sejahtera dan Bekasi Ihsan. Pertama dimaksud Bekasi Maju adalah 
menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, 
inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai 
bentuk perwujudan kota yang maju (Pemerintah Kota Bekasi, 2021). 
Kedua dari visi Kota Bekasi adalah Bekasi sejahtera, hal ini menggambarkan 
derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya 
kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan terbukanya kesempatan kerja dan 
berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religi sebagai bentuk perwujudan 
masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut merupakan pedoman yang merupakan 
arah pembangunan untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan dan upaya 
untuk mensejahterakan masyaraktnya Kota Bekasi. Kemudian yang ketiga dari visi 
Kota Bekasi adalah Bekasi Ihsan menggambarkan situasi terpelihara dan 
menguatnya nilai, sikap dan prilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu 
keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial keteladanan 
dan partisipasi masyarakat (Pemerintah Kota Bekasi, 2021). 
Menyikapi tentang partisipasi masyarakat Kota Bekasi, ada hal yang bisa 
diungkap, bahwa ada satu Peraturan Daerah (Perda) yang berkonsentrasi pada 
pastisipasi masyarakat hal ini dimulai dari partisipasi masyarakat ditingkat   
kelurahan di wilayah Kota Bekasi. Peraturan ini mengedepankan bagaimana wadah 
patisipasi masyarakat itu berfungsi dan berperan dalam masyarakat di lingkungan 
kelurahan. Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan Daerah yang berbicara 
mengenai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Bekasi. Dalam 
kontek implementasi perda tersebut ada hal yang perlu dicermati tentang 
penerapannya. Dibentuknya  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai 
tujuan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan baik dalam 
program guna mewujudkan program pemerintahan.  
Berlandaskan Perda No. 4 tahun 2005 bahwa Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dapat dikatakan berfungsi jika terpenuhi unsur peningkatan 
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kualitas pelayanan publik, Sejauh ini salah satu pelayanan publik dirasa masih 
kurang, seperti sarana bermain anak untuk ruang terbuka sedikit sekali atau  bahkan 
semakin menyempit, sementara pertumbuhan penduduk semakin pesat. Sedangkan 
pemukiman yang terbatas. Ruang terbuka hijau yang berasal dari lahan pertanian 
dan perkebunan berangsur- angsur tumbuh menjadi pemukiman baru, sementara 
pemukiman asli   juga tidak kalah pesatnya karena pertumbuhan penduduk terus 
berkembang dan lahan pemukiman terbatas. 
Hal lain yang harus ditingkatkan dari fungsi Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) berupa menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 
dari masyarakat, selain itu menggerakkan masyarakat dalam bergotong royong dan 
juga membantu keterpaduan semua program kelurahan. Fungsi lain yang harus 
ditingkatkan menumbuh kembagkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat 
dalam proses pembangunan. Kemudian mempercepat tercapainya program 
pemerataan pembangunan yang berkeadilan, selanjutnya meningkatkan ekonomi 
produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah 
yang ditujukan ke Kelurahan (Ranjamandu, 2019). 
Kecamatan Bekasi Utara terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan 
Kaliabang Tengah, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan 
Marga Mulya, Kelurahan Harapan Jaya, dan Kelurahan Perwira (Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, 2021). Ini  merupakan wadah partisipasi masyarakat yang 
diharapkan muncul dari lapisan masyarakat yang berada disetiap Rukun Tetangga 
(RT) kemudian dipadukan tingkat Rukun Warga (RW) sampai pada tingkat kelurahan 
dan masuk menjadi program program pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara. 
Disini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  berperan mendorong dan 
menyatukan program pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara. 
Jika peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di tiap 
kelurahan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara belum sepenuhnya diwujudkan 
kiprahnya, apalagi tugas yang selanjutnya yang diamanahkan dalam Perda 04 tahun 
2005 salah satunya adalah untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat masih jauh dari harapan.  
Lebih jauh amanah yang dituangkan dalam Perda Nomor 04 Tahun 2005 
bahwa mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang 
berkeadilan, dilanjutkan dengan meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui 
berbagai peluang  program dari Pemerintah Daerah yang ditujukan ke Kelurahan, 
ada hal lain yang hampir sulit direalisaikan adalah melakukan penanggulangan dan 
pengentasan kemiskinan, jika angka pengangguran diusia muda diwilayah ini masih 
tinggi, pendapatan perkapita rendah dan tingkat pendidikan dan keahlian masih tidak 
berimbang dengan penyerapan tenaga kerja. 
Dalam kontek implementasi  Peraturan Daerah (Perda) No.04 Tahun 2005 
bahwa dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tujuan 
sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan baik dalam proses 
perencanaan, pelaksanan guna mewujudkan program pemerintahan. Mengacu 
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kepada pokok persoalan bahwa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) sebagai mitra pemerintah dikecamatan dan sampai pada kelurahan, belum 
sepenuhnya berfungsi secara maksimal. Tiap kelurahan sudah terbentuk Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), aktifitasnya belum secara kongkrit seperti yang 
tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2005. 
Dibentuknya Lermbaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra 
dalam penyelenggaraan pembangunan di   wilayah   kelurahan, bahwa program 
kerjanya sebagain besar hanya tertuang dalam kertas kerja saja, belum diwujudkan 
dalam bentuk nyata. Keterlibatan masyarakat belum muncul dalam Lembaga 





Menurut Islamy (2000)  kebijakan (policy)  tidak ada pendapat yang tunggal,  
tetapi   menurut  konsep  demokrasi modern kebijakan Negara tidak hanya berisi 
cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik 
juga mempunyai  porsi yang sama besarnya untuk  diisikan dalam kebijakan Negara. 
Sebagai contoh, umpamanya kebijakan Negara yang menaruh harapan  banyak  
agar pelaku kejahatan juga mendapat pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain 
sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan  publik. Lebih lanjut 
kebijakan sebagai serangkaian tindakan  yang diusulkan seseorang, sekelompok 
atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap  pelaksanaan usulan kebijakan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Islamy, 2000). 
Seperti yang  diungkapkan oleh Solichin, (1997)  mengutip  pendapat Chief J.O 
Udoji merumuskan tentang kebijakan, yaitu keseluruhan proses yang menyangkut 
pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan 
pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-
tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pengenaan sanki-sanksi atau 
legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan, monitoring 
dan peninjauan Kembali (Solichin, 1997). 
Pendapat Solichin, (1997) dalam mengutip pendapat  Carl J. Friedrich, 
Kebijakan Negara adalah suatu arah tindakan yang mengarah pada tujuan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu  
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan seraya mencari peluang untuk 
mencapai tujuan  atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Solichin, 1997).   
Implementasi Kebijakan 
Pada prinsipnya Implementasi  kebijakan  adalah  cara agar sebuah kebijakan 
tercapai tujuannya. Berkaitan dengan mengimplementasikan kebijakan publik, 
terdapat  dua langkah pilihan yang bisa  ditempuh yaitu  pertama,   langsung 
mengimplementasikan  dalam bentuk program-program  dan langkah kedua  melalui 
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formulasi  kebijakan derivate atau turunan  dari kebijakan publik tersebut (Fadhilah et 
al., 2021; Nugroho, 2008; Putra et al., 2020).  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Fungsinya 
Guna  menampung dan  menyelarasakan keinginan dan dinamika masyarakat 
yang terus  berkembang  pemerintah  memandang perlu untuk mewadahi akativitas  
dan  dinamika masyarakat yang tumbuh dan berkembang  dalam  kancah dinamika  
masyarakat baik secara  nasional maupun internasional.  Lingkup pemerintahan   
mempunyai  tata-kelola dan dinamika  yang terus berkembang  dari waktu kewaktu,  
dinamika  ini oleh pemerintah  diwujudkan  suatu  lembaga  yang  dalam   strata 
kehidupan  baik dalam  lingkup nasional propinsi  tingkat  kabupaten dan kota, 
kecamatan  sampai pada  tingkat   kelurahan dan desa  sebagai  mana  yang  
tertuang  dalam   pembagunan  secara  nasional  dan mitra pemerintah dan  piahk-
pihak lain  dalam rangka  membangun  dinamika masyarakat. Selanjutnya  bahwa 
Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat (LPM)  di Kecamatan Bekasi Utara, tentunya 
mempunyai peranan  yang  starategis  sebagai mitra  dari  pemerintah  setempat  
oleh karena  itu  keradaan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  menjadikan 
sebuah wadah   masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan di 




Penelitian ini mengedepankan  teori George W. Edward III yaitu penelitian yang 
menyampikan empat kunci dalam melihat implementasi kebijakan yaitu Pertama 
Komunikasi, Kedua Sumberdaya, Ketiga Disposisi dan yang keempat Struktur 
Birokrasi. Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, n menggunakan sampel dengan teknik Purposive sampling pada 
masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara (Subekti et al., 2017).  
Peneltian diskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan 
dinyatakan dalam bentuk   kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, 
misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Interaktif dan suatu 
pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu, Penelitian 
kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif 
partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, 
diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Permintaan kebijakan tentang adanya suatu perda ini tidak terlepas dari upaya 
mengantur regulasi yang berkaitan dengan tujuan utama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang- undang Dasar 
1945, bahwa untuk menciptakan masayarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila. Oleh karena turunan kebijakan itu secara berjenjang sampai pada 
pemerintahan kabupaten dan kota yang pada muaranya sampai pada 
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penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kelurahan. Pembangunan di wilayah 
dalammensejahterakan masyarakat, eberadaan Lembaga  Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) yang  berada di tingkat pemerintahan kelurahan  turut berperan 
dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap proses 
perkembangan pembangunan  di lingkungannya. 
Sejalan dengan tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 
membantu penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat kecamatan, dan bahkan sampai 
pada pemerintahan kelurahan, dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah 
dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta 
menggerakkan swadaya gotong- royong masyarakat dalam pembangunan sehingga 
masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 
mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan 
dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah (LPM, 2021). 
Adapun dalam penggunaan Policy Demands (permintaan kebijakan) dapat 
diwujudkan melalui beberapa tahapan yang dilakukan rangka mempersiapkan 
masyarakat guna membangun lingkungan yang ada dikelurahan. Tahapan atau 
langkah menentukan suatu tujuan diformulasikan melalui sebuah kebijakan yang 
mengatur atau regulasi peranserta masyarakat dalam menyikapi sebuah kebijakan 
atau aturan yang berlangsung dalam masyarakat terutama bentuk implementasi 
kebijakan agar sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk tumbuh dan 
berkembang dalam ukuran dan takaran penyelenggaraan pembangunan di wilayah 
tersebut (Simanjuntak, 2015). 
Pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi 
penting dan menyusun sebuah kepengurusan sesuai dengan aturan yang berlaku 
sehingga sebuah lembaga kemasyarakat benar-benar mempunyai peranan penting 
sebagai wadah partisipasi masyarakat di pemerintah kelurahan secara 
berkesinambungan. Bentuknya bisa sebuah peraturan daerah. 
Agar penyampaian putusan kebijakan di maksud sesuai tujuan yang diharapkan 
maka harus memperhatikan latar belakang pendidikan atau tingkat pengetahuan 
orang-orang atau masyarakat agar sebuah kebijakan dapat diterima dengan baik. 
Karenanya proses rancangan sebuah kebijakan sudah sesuai dengan kondisi 
masyarakatnya.Sehinga sebuah kebijakan dapat berjalan efektif.{Citation} 
Sejalan dengan penjelasan diatas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
merupakan sebuah lembaga untuk mempersiapkan masyarakat berpartisipasi dalam 
pembangunan yang ada diwilayahnya. Untuk itu Lembaga Pemberdyaan Masyarakat 
(LPM) dapat memadukan kepentingan masyarakat sebagai wadah partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan (Darmawansyah, 2017). 
Sebagai bentuk realisasi dari implemnetasi kebijakan, pengurus LPM dan 
masyarakat keduannya saling mendukung dan melengkapi agar kebijakan 
pemerintahuntuk masyarakat dapat diterima. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut 
tentunya melibatkan partisipasi masyarakat yang tersalurkan lewat Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada ditingkat Pemerintah Kelurahan. 
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Lembaga Pemberdyaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan 
kerjanya,berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan. Untuk itu 
perumusan program kerja langkah awal untuk menentukan keberhasilan, pengurus 
Lembaga Pemberdyaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat pada umumnya untuk itu 
dikonsentrasikan pada suatu tempat seperti di Balai ada di lingkungan kantor 
kelurahan. 
Sejalan dengan upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat sesuai dengan 
tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), maka saat yang tepat untuk 
memberikan arahan dalam memadukan berbagai bentuk informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan pemerintah maupun gagasan-gagasan dari masyarakat guna 
memperoleh kesatuan arah tujuan, serta kesatuan tindakan yang tepat dalam 
mewujudkan kepentingan masyarakat pada umumnya. 
Dalam penyiapan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan dan 
penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam tiap 
Kelurahan. Putusan Kebijakan (Policy Decession) maka Lembaga Pemberdyaan 
Masyarakat (LPM) mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan 
kedudukan, fungsi serta tujuan Lembaga Pemberdyaan Masyarakat (LPM) dalam 
menciptakan arus informasi yang umpan balik. 
Lebih jauh bahwa pernyataan tentang peranan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dan melihat bagaimana komunikasi mempunyai peranan penting 
dalam menyampaikan dan gagasan atau peraturan dari sebuah kebijkan berupa 
Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2005, seperti yang diamanahkan dalam isi 
Perda tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hal ini ditopang dengan 
arus komunikasi yang lancar sehingga kebijkan diterima masyarakat, Untuk hal itu 
bisa dilihat hasil tanggapan Responden berikut ini. 
Responden sebanyak 40 persen menyatakan bahwa pengurus Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selalu menyampikan hal-hal yang berkaitan 
dengan program-program pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat, 
penyampaian program tersebut dengan komunikasi yang baik dan terstuktur 
disampaikan oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).  
Menyampaikan hal yang berkaitan kegiatan tersebut disampaikan pada 
masyarakat, baik yang disampikan melalui lembaga Rukun Warga (RW) yang 
selanjutnya diteruskan informasi melalui Rukun Tetanga (RT). Aktivitas komunikasi 
ini antara Pemerintah, kemudian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 
masyarakat dapat bersinergi satu sama lain dalam berkomunikasi,respon dan umpan 
balik dari masyarakat antusias karena ini menyangkut kepentingan umum dan untuk 
kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 
Kemudian masih dalam responden yang sama yang menyatakan sering lancar 
komunikasi ada 33,33 persen. Kondisi pernyataan reseponden semacam ini, bahwa 
komunikasi keberlangsungannya terus diupayakan oleh Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) namun, upaya itu beriringan dengan kondisi masyarakat yang 
juga bergerak dinamis. Dan berkembang sejalan dengan potensi yang tersedia, 
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Apapun upaya yang dilakukan tidak terlepas dari partisipasi dan respon 
masyarakat, kesesuaian waktu dan momen yang tepat sehingga intensitas 
penyampaian kebijakan dan program yang digulirkan mengalami tanggapan yang 
belum cukup ideal atau belum mencapai kata sempurna. Selanjutnya yang 
menyatakan kadang-kadang lancar komunikasi 16,67 persen .  
Pernyataan semacam ini bahwa komunikasi dalam memperkenalkan atau 
menerapkan kebijakan Perda tersebut, tidak semua penerimaan atau pemahaman 
masyarakat secara merata, bisa menerima secara utuh, hal ini menyangkut kondisi 
masyarakat yang tidak sama, dari faktor pendidikan yang tidak sama, sosial ekonomi 
yang juga berlainan, jelas hal ini menjadikan komunikasi untuk penyampaian 
kegiatan dari pemerintah tidak sepenuhnya utuh diterima masyarakat.  
Lebih jauh yang menyatakan ada hambatan komunikasi sebesar 6,667 persen, 
hal ini dimaksudkan bahwa apapun bentuk kebijakan jika telah diundangkan maka, 
sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah menjadi 
ketetapan dan berlaku masal. Kejelasan dan penerapan peraturan tersebut ini 
sangat berpengaruh dalam bentuk penyampaiannya kepada masyarakat atau yang 
disebut berkomunikasi kepada masyarakat tentang kedudukan dan keberadaan 
peraturan tersebut.Walaupun dalam berkomunikasi untuk menyampaikan peraturan 
itu mengalami kendala atau ada hambatan. Paling tidak distorsi dalam komunikasi 
harus diperkecil atau dengan kata lain diminimalisir hambatan komunikasinya, bila 
hendak peraturan itu bisa diterima secara utuh oleh masyarakat. Selanjutnya yang 
menyatakan banyak hambatan komunikasi sebesar 3,333 persen.  
Angka ini prosentasenya kecil jika dibandingkan dengan pernyataan 
komunikasi selalu lancar. Jadi bahwa berkomunikasi sangat diperlukan, karena sulit 
rasanya untuk menyampaikan atau menyebarkan Peraturan Daerah (Perda) tanpa 
adanya komunikasi. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling 
berinteraksi, dan berkomunikasi dalam segala hal untuk menyampaikan pemikiran 
dan bentuk rasa yang dimilikinya, terlebih lagi dalam pelaksanaan suatu kebijakan 
atau peraturan yang akan diberlakukan pada masyarakat.  
Sejalan dengan bentuk komunikasi yang disampaikan pemerintah kepada 
masyarakat luas, bahwa kepiawaian berkomunikasi menjadi dominan, seperti 
penyampaian sebuah gagasan dan program pemerintah, komunikasi itu penting. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Lembaga Lemberdayaan Masyarakat   (LPM) 
sebagai wadah partisipasi masyarakat tentunya akan menyesuaikan dan sejalan 
dengan gerak dan dinamika pembangunan yang diarahkan dan dituangkan dalam 
program- program kerja pemerintah.  Melaksanakan dan menyampaikan kegiatan 
pembangunan di wilyah tersebut tentunya ada arus komunikasi yang dibangun. 
Komunikasi tersebut hanya dapat tersalurkan dan tersampaikan melalui 
merealisasikan program program kerja yang telah disusun oleh Lembaga 
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengacu kepada peraturan 
daerah yang menegasakan organisasi tersebut merupakan organisasi 
kemasyarakatan yang bersifat lokal yang berkedudukan dikelurahan yang 
dapat mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan. Senada yang 
disampaikan oleh Bapak H. Nacrowi bahwa Lembaga Pemberdayaan   Masyarakat 
(LPM) secara berjenjang bahwa visi dan misi tersebut telah dilakukan komunikasi 
antara pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan tokoh- tokoh 
masyarakat disetiap kelurahan karena dengan media komunikasi ini arus informasi 
dapat tersalurkan antara pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan seluruh
 Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kecamatan Bekasi Utara dapat 
berjalan dengan baik. Usulan program dari masyarakat dapat sampai kepada 
pemangku kebijakan demikian pula program pengembangan yang sejalan dengan 
visi misi pembangunan diwilayah kecamatan dapat tersampaikan dengan utuh, 
sehinga multi tapsir dalam mewujudkan program kerja tidak menjadi tumpang 
tindih.Berjalan dengan kewajaran seperti yang digarisakan pada program program 
pembangunan di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara. 
Demikian juga seperti pendapat tokoh masyarakat Bapak Suharto bahwa dalam 
upaya menyampikan visi dan misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 
Komunikasi menjadi penting agar proram-program kerja LPM dapat diterima dan 
tidak terjadi miskomunikasi, Karena kalau melihat dari fakta yang dihadapai dari 
pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Komunikasi yang  kurang, 
kerapkali program-program kerja tidak sesuai dengan sasaran. Hambatan- hambatan 
yang terjadi saat mengkomunikasikan visi dan misi dari Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) adalah kesibukan masing - masing  pengurus Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
mereka kepada lembagaatau tempat kerja merka masing- masing, pada saat untuk 
menyampaikan visi dan misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta 
program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering kali mengalami 
hambatan dan ketidaksamaan pemahaman dalam merealisasikan program kerja 
(Suharto, 2019). 
Jika hal ini merujuk kepada pendapat George C. Edward III tentang salah satu 
syarat dalam implementasi kebijakan. Maka hal yang terjadi sulitnya 
mengkomunikasikan program-program kerja dari Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) ditiap-tiap kelurahan. Gambaran ini sejalan yang diungkapkan dari 
hasil wawancara dengan aparatur kecamatan dan juga tokoh masyarakat seperti 
yang diuraikan diatas, bahwa kesibukan pengurus Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dari setiap kelurahan ini sering terjadi.  
Mereka sibuk dengan tugas pokok pekerjaan masing-masing sedangkan untuk 
penyelenggaraan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 
kebanyakan waktu luang yang tersisa, sehingga sulit untuk mempertemuakan satu 
waktu dan menyampaikannya program-program kepada masyarakat. Kesulitan teknis 
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semacam itu, merupakan kesulitan dalam menyamakan persepsi, dan 
formulasiprogram-program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sehingga 
rumusan program yang akan direalisasikan oleh Pengurus Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM)terasa sulit menyatukan unsur dari anggota dari lembaga tersebut 
dari masing-masing kelurahan, sehingga keterwakilan dari masyarakat dirasakan 
kurang maksimal atau keterwakilan menjadi kecil sekali. 
Jika melihat uraian di atas bahwasenantiasa masyarakat terlibat dan 
diikutsertakan dalam penyusunan pengurus LPM. Berawal dari pembentukan 
pengurus inilah komunikasi dalam penyampaian bentuk dan isi dari implementasi 
kebijakan dapat berproses dan berlangsung, oleh karena itu bentuk-bentuk instruksi 
gagasan serta tujuan dari sebuah lembaga dapat terkoneksikan isi atau konten 
sebuah kebijakan hingga implementasinya dilapangan. Jika   merujuk dari konsep 
dasar tentang komunikasi ada dua kutub antara Komunikator dengan pesan atau 
message yang akan disampaikan kepada komunikan. Jika melihat kontek ini maka 
yang menjadi komunikator adalah pemerintah dengan instrumen peraturan daerah 
(Perda) yang bisa dikaitkan message untuk disampaikan kepada komunikan artinya 
pihak yang menerima pesan dari komunikator tadi. Jika melihat siklus dari proses 
terjadinya komunikasi sebetulnya terjadinya perputaran konten atau isi, yang 
disampaikan oleh komunikator melalui pesan kepada komunikan dan ada arus balik 
atau feed back kembali lagi kepada komunikan sebagai respon dari proses yang 
berlangsung.  
Jika menelusuri dari judul tulisan ini adalah implementasi kebijakan Perda 
nomor 04 tahun 2005, didalamnya memuat tentang peraturan pembentukan, 
penyelenggaraan, serta melihat hasil dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM). Jadi pada dasarnya menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara 
mengajak mereka dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 
penyusunan pengurus yang baru serta meminta pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas pengurus LPM yang telah habis masa tugasnya. Dengan 
demikian kesinambungan akan tercipta dan terbentuknya kepengurusan baru 
merupakan penyegaran dan tumbuhnya gagasan- gagasan yang baru pula. 
Dalam menetapkan anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) selain dipilih dari tokoh masyarakatjuga anggota pengurus dapat ditunjuk dari 
staf kelurahan. Dipilihnya dari unsur pemerintahan setempat hal ini dimaksudkan 
agar sebagai salah satu upaya melancarkan arus komunikasi karena bila seluruhnya 
kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diambil sepenuhnya dari 
lapisan masyarakat dengan segala aktivitasnya yang padat, sehingga konsentrasi 
serta perhatianya kurang tercurah penuh kepada kondisi Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) itu, kehadiran pengurs dari unsur pemerintah setempat hal ini 
sangat membantu melancarkan arus informasi yang bisa diserap oleh pemerintah 
kelurahan dan juga pemerintahan kecamatan, demikian juga selain itu informasi 
dapat mengalir dari pemerintah kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dan juga masyarkat.  
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Hal ini dimaksudkan mempermudah dalam menjalankan mekanisme kerja 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan demikian diharapkan adanya 
koordinsi kerja yang baik, karena staf kelurahan yang merangkap menjadi pengurus 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selalu berada dalam lingkungan 
Kelurahan. Untuk itu apabila ada sesuatu pekerjaan yang sifatnya mendesak, maka 
dengan cepat untuk bertindak. 
Keterlibatan staf kelurahan yang menduduki kepengurusan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM),Hal yang penting dalam menempati struktur 
kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah warga setempat 
yang berdomisili pada wilayah tersebut. bertempat tinggal tetap, dalam arti bahwa 
pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus berdomisili pada 
kelurahan setempat. 
Dengan dipilihnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dari staf 
kelurahan dengan pertimbangan untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat 
pengambilan keputusan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada ditingkat Pemerintah 
Kelurahan. Untuk anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM)dapat menyertakan dari staf kelurahan. Penetapan pengurus Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam tiap-tiap periode tiga tahun sekali, 
merupakan suatu penyegaran dalam prestasi kerja yang akan dicapai. 
Komunikasi dalam membangun untuk mewujudkan program program kerja, dan 
ini menjadi penting bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang 
handal dalam menjalankan tugasnya, loyalitas yang tinggi dan penuh dedikasi 
sehingga mampu mewujudkan kehendak masyarakat yang disarikan melalui 
program kerja LPM dan diwujudkan dalam tindakan yang kongkrit, selain itu guna 
menumbuhkan partisipasi masyarakat maka diperlukan penyiapan langkah kerja 
yang baik dan mampu menciptakan suasana dinamis sehingga masyarakat 
mempunyai gagasan-gagasan yang baik dan diwujudkan dalam bentuk nyata. 
Dengan mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dalam masyarakat, 
serta menyampaikan arahan yang jelas mengenai tugas masing-masing sehingga 
keselarasan program kerja dapat tercapai.Demikian pula masyarakat akan mengerti 
pentingnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bagi lingkungannya. 
Ada beberapa faktor yang mendukung berkembangnya LPM yaitu jika melihat 
Kecamatan Bekasi Utara,ditunjang dengan sarana transportasi yang lancar, 
mobilitas masyarakat yang cukup tinggi serta sarana ekonomi, sosial budaya dan laju 
perkembangan penduduk yang demikian pesat, terutama bahwa Kecamatan Bekasi 
Utara berada dekat jantung Kota Bekasi, itu semua akan mempermudah tumbuhnya 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi wadah partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan dalam memadukan antara kegiatan pemerintah dan 
prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat. 
Dari uraian diatas memberikan kejelasan bahwa Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) yang ada di Kecamatan Bekasi Utara mampu berkembang 
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dengan baik. Dengan demikian intensitas untuk mengadakan pendekatan lewat 
komunikasi yang baik dengan masyarakat perlu ditingkatkan serta menciptakan.Bagi 
pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang mampu mengajak 
masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena komunikasi 
mempunyai peranan yang penting dalam memfungsikan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja pemerintah. 
Sejalan dengan uraian diatas bahwa keberadaaan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) tentunya mempunyai manfaat, sesuatu dibuat atau didirikan 
akanada hasil yang bisa dipetik. Demikian pula Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) dimunculkan karena akan diperoleh manfaatnya, Jika belum muncul bukan 
berarti itu tidak mendatangkan manfaat, upaya untuk meningkatkan fungsiitu 
menjadi perhatian yang lebih diperhatikan lagi, sambil melihat komponen 
kelengkapan yang menopang akan berfungsinya suatu lembaga diupayakan dipenuhi 
sampai batas maksimal, jika upaya itu belum didapatkan diwujudkan, introspeksi 
dicarikan solusi yang lebih tepat sasaran. Untuk melihat fungsi Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kecamatan Bekasi Utara   berikut ini tabel 
responden yang menyatakan tentang manfaat dari keberadaan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran sehingga fungsi 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terasa betul manfaatnya bagi 
masyarakat, kemanfaatan ini terasa bahwa banyak program pemerintah yang 
disampaikan dan disalurkan lewat lembaga ini, seperti Program Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), Posyandu, program kesehatan bagi masyarakat baik untuk Bayi 
dibawah Lima Tahun (balita) maupun program kesehatan untuk Manusia Lanjut Usia 
(Manula). Semua itu yang menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam 
implementasi Perda Responden yang menyatakan itu selalu bermanfaat sebesar 
33,33 persen.  
Selanjutnya masih dalam tabel yang sama yang memberikan indikasi bahwa 
komunikasi mewarnai keberadaanLembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 
dengan mengkomunikasikan sehingga masyarakat paham akan pentingnya 
keberadaan lembaga tersebut, sehingga lembaga tersebut dapat diterima 
masyarakat. 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan upaya komunikasi yang 
baik sehingga masyarakat menyatakan sering bermanfaat adalah 46,67 persen, 
angka ini mengindikasikan bahwa kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) memang diperlukan sebagai wadah kegiatan yang menopang gerak 
pembangunan dilingkungan masyarakat. Kemudian yang menyatakan kadang-
kadang bermanfaat adalah 16,67 persen. 
Pernyataan responden semacam itu, tentunya dalam sebuah lembaga dalam 
menjalankan perannya tidak sepenuhnya bisa diterima masyarakat secara mutlak 
dan secara utuh, karena masayarakat juga mempunyai persepsi dan pandangan 
tersediri terhadap keberadaan sebuah lembaga, hal ini juga ada semacam distorsi 
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komunikasi yang belum selesai secara menyeluruh penyampaian akan peranan dan 
arti pentingnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 
Kemudian Respondenyang menyatakan kurang jelas manfaatnya sebesar 
3,333 persen, dari angka ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam sebuah 
lembaga bisa juga mengalami hambatan atau distorsi, sehingga umpan balik 
informasi yang diberikan lembaga kepada   masyarakat tidak berjalan sebagaimana 
seharusnya, sebaik apapun aktivitas yang dilakukan lembaga tidak memberikan 
dampak yang bisa memuaskan masyarakat, dengan demikian harus adanya 
kesinambungan aktivitas baik dari lembaga kemudian isi dari aktivitas itu secara 
utuh bisa diterima masyarakat.  
Kemudian yang menyatakan tidak jelas manfaatnya 0 persen. Angka ini 
menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bukan berarti tidak 
bermanfaat, jelas ada manfaatnya lembaga tersebut namun perannya perlu terus 
ditingkatkan diupayakan bentuk aktivitas tersebut bisa terkomunikasikan secara utuh 
kepada masyarakat. Sehingga adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
bagai masyarakat dapat dirasakan   fungsinya atau peranannya bagi masyarakat. 
Konsistensi dari pelaksanaan program kerja Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat(LPM) untuk terus dikembangkan 43,33 pesen, pernyataan ini 
dimaksudkan bahwa kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus 
konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat. 
Wadah ini yang menjembatani antara keinginan pemerintah daerah dan masyarakat, 
sehingga keduanya menjadi kutub yang saling mengisi, memberi informasi dan yang 
melaksanakan pesan dari informasi tersebut. Keduanya saling bersinegi agar titik 
kestimbangan pembangunan dapat terlaksana. 
Selanjutnya pernyataan responden yang menyatakan sering konsisten 
pelaksanaan  kegiatan LPM sebesar 46,67 persen, hal ini menjelaskan bahwa sering 
konsisten pelaksanaan aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bahwa 
lembaga ini mempunyai peran yang cukup besar meskipun belum dikatakan 
sempurna, karena lembaga ini memang diperuntukan bagi masyarakat, walaupun 
prakarsa pembentukannya memang dimulai dari pemerintah terlebih lagi diperkuat 
dengan Peraturan daerah agar setiap pemerintahan kelurahan memiliki lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 
Namun demikian tujuannya jelas sebagai wadah partisipasi masyarakat, gerak 
pembangunan dari pemerintah tentunya direspon positif oleh masyarakat, 
penyalurannya kegiatan lewat lembaga ini, dikomunikasikan kepada masyarakat, 
namun jika ada ketidak sesuaian seperti harapan masyarakat, maka komunikasi 
dari dua belah pihak ini yang menjadikan lembaga ini bisa diterima masyarakat. 
Berikutnya yang menyatakan Kadang- kadang konsisten pelaksanaan kegiatan LPM 
adalah 3,333 persen.  
Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki landasan yang jelas. 
Lembaga ini ada untuk masyarakat, tinggal masyarakatnya menfungsikannya atau 
dibiarkan, hanya sekedar ada sebagai pelengkap. Berikutnya Responden yang 
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menyatakan kurang jelas kegiatan LPM sebesar 6,667 persen. Ini menunjukkan 
bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih belum dikenal masyarakat 
secara menyeluruh, karena ada sebagian  kecil masyarakat belum bisa menerima 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga belum dapat merasakan 
manfaatnya secara maksimal.  
Untuk itu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus lebih 
gencar lagi mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan 
peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara lebih intensif lagi, 
sehingga bisa dikenal dan dapat diterima masyarakat. Selanjutnya responden yang 
menyatakan tidak jelas kegiatan LPM hasil Responden berjumlah 0 persen.  
Artinya pernyataan responden ini menunjukkan bahwa, sesungguhnya 
keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memang sudah dikenal 
dan sudah dirasakan manfaatnya akan keberadaan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM). Proses pengembangan program-program lembaga tersebut 
sudah ada dan terus ditingkatkan lagi fungsinya agar secara serentak dan 
menyeluruh kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat dirasakan 
secara penuh bagi masyarakat. 
Diperlukan staff yang ahli dan mampu dalam mengimplementasikan suatu 
kebijakan. Informasi berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, 
implementator   harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka 
diberi perintah untuk melaukan tindakan. Upaya mewujudkan tujuan yang telah 
ditetapkan diperlukan orang-orang yang ada dalam  lingkungannya. 
Untuk itu sumber daya menjadi penting di Kecamatan Bekasi Utara, Untuk 
mengadakan pendekatan dan memberikan motivasi kepada pengurus Lembaga 
Pemberdayaan   Masyarakat (LPM) dan pada masyarakat secara menyeluruh, guna 
menumbuhkan prakarsa dan partisipasi dalam segala kegiatan pada Lembaga 
Pemberdyaan Masyarakat (LPM). 
Sumberdaya dimaksudkan untuk menumbuhkan daya  dukung bagi masyarakat 
di Kecamatan Bekasi Utara, serta mampu menumbuhkan partisipasi bagi pengurus 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Dengan adanya sumber daya merupakan penopang dalam beraktivitas 
yang dibutuhkan dalam upaya merealisasikan program kerja Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 
Dengan Sumberdaya merupakan suatu pendekatan kepada masyarakat untuk 
membangkitkan atau  daya kelola yang ada keinginan agar terealisasinya suatu 
karya, serta agar dapat dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan 
pada akhirnya mampu tumbuh dan berkembang atas prakarsa serta dengan 
semangat gotong royong yang dapat tersalurkan lewat Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) yang ada  tingkat pemerintah kelurahan di wilayah Kecamatan 
Bekasi Utara. 
Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan dalam mewujudkan visi dan 
misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan cara daya dukung 
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sumberdaya Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga ini merupakan 
sebuah lembaga yangmembutuhkan dukungan sumberdaya yang memadai dalam 
artian sumber daya ini tidak hanya berupa sumberdaya manusianya tetapi juga 
sumberdaya alam termasuk finansial untuk menggerakkannya, kalau unsur sumber 
daya tidak mencukupi untuk mewujudkan visi dan misinya akan berdampak kepada 
kurangnya daya dorong dalam bergerak. 
Sumberdaya utama dalam  implementasi kebijakan adalah staff. Pencapaian 
visi dan misi perlu disiapkan dan peranserta masyarakat dalam berpartisipasi untuk 
pembangunan. Upaya untuk merealisasi dari implemenetasi kebijakan, pengurus 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah. Ada upaya kegiatan atau bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan 
partisipasi masyarakat, hal ini dapat tersalurkan lewat Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) yang ada ditingkat Pemerintah Kelurahan. 
Responden yang menyatakan selalu menempatkan orang yang tepat dan 
kompeten sebesar 56,67 persen, mengacu dari responden ini, bahwa ternyata 
dalam menyusun struktur kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) senantiasa cermat memilih personal atau sumberdaya yang duduk dalam 
kepengurusan. Bagi ketua lembaga yang terpilih mempunyai kesempatan untuk 
menentukan siapa saja personal yang layak duduk dalam kepengurusan lembaga, 
seleksi semacam ini selalu diberlakukan, dengan melihat potensi yang ada pada 
setiap personal yang akan di usung dan didudukkan dalam jajaran pengurus 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).  
Selanjutnya responden yang menyatakan sering menempatkan orang yang tepat 
dan kompeten sebanyak 36,67 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menyusun 
struktur kepengurusan ketua lembaga  terpilih mepunyai kesempatan yang terbuka 
untuk menempatkan personal yang akan duduk dalam kepengurusan lembaga. 
Namun kewenangan yang penuh tersebut bukan berarti tidak mengalami kesulitan, 
karena ketika menemukan sosok yang tepat dalam duduk dalam kepengurusan.  
Orang yang bersangkutan mempunyai aktivitas yang padat dalam tugas 
pokoknya, sedangkan waktu dan tenaga yang disediakan untuk Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi sedikit dan sangat terbatas. Sisa tenaga 
yang tersedia tentunya bisa berpengaruh kepada percepatan dan pencapaian 
kegiatan- kegiatan lembaga tersebut. Selanjutnya yang menyatakan Kadang-
kadang menempatkan orang yang tepat dan kompeten, pernyataan Responden 
diperoleh sebanyak 6,67 persen.  
Pernyataan ini tentunya menggambarkan bahwa penempatan personal atau 
sumberdaya bukan perkara mudah, kesiapan, kecakapan dan loyalitas serta 
tanggung jawab yang penuh tidak bisa ditawar-tawar lagi, mutlak harus ada. Karena 
tanpa adanya komitmen dan kesiapan yang sungguh-sungguh, sulit rasanya 
menempatkan dan mendapatkan sumberdaya yang berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan lembaga tersebut. Masih dalam tabel yang sama  bahwa responden yang 
menyatakan jarang menempatkan orang yang tepat dan kompeten sebesar 0 persen  
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dan yang menyatakan tidak pernah menempatkan orang yang tepat dan kompeten 
juga sebesar 0 persen.  
Jadi dua  kolom ini diperoleh jawaban nihil, artinya bahwa Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menempatkan sumberdaya dalam 
kepengurusan lembaga tersebut selalu memilah dan memilih orang- orang yang 
cakap dan kompeten dalam struktur kepengurusan lembaga tersebut. Yang terpilih 
dalam struktur lembaga orang yang memiliki kecakapan berorganisasi, latar 
belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang masing-masing, tokoh 
masyarakat, dan tokoh pemuda yang memiliki kualitas yang mumpuni. 
Senada yang disampaikan oleh Bapak Upay juga staf kecamatan Bekasi Utara 
bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga mitra 
pemerintah. Jadi keberadaan cukup penting karena hal itu menjembatani program-
program pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Aspirasi dan keinginan 
masyarakat dalam derap pembagunan bisa diserap dan diupayakan untuk 
direalisasikan.Jika melihat bahwa suatu lembaga memerlukan sumber daya yang 
memadai hal ini menjadi penting diupayakan. Sumberdaya bagaikan bahan bakar 
atau energi yang menggerakkan roda organisasi. 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM jika mengacu berdasarkan sumber 
daya dalam keselarasan  dengan struktur lembaga. Sesuai dengan program 
Lembaga Pemberdyaan Masyarakat (LPM) yang berada di wilayah Kecamatan 
Bekasi Utara. Kesesuaian visi dan misi yang tepat sasaran dan sesuai dengan 
dinamika masyarakat. Upaya merealisasikan program-program kerja yang telah 
disusun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), merupakan penjabaran 
dari pengembangan  program kerja yang direaliasikan. 
Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat (LPM) akan bisa tumbuh dan 
berkembang, karena adanya daya dukung sumber daya dalam suatu lembaga, 
bagaimana mungkin menggerakkan laju dan tumbuhnya suatu lembaga, jika 
komponen tersebut tidak terpenuhi. Sejauh yang dipahami bahwa sumberdaya 
merupakan kesiapan dayajuang dan kesungguhan personal dalam mewujudkan 
komitmen dalam lembaga. Untuk itu bahwa sumber daya merupakan kesiapan 
personal dan dilengkapi dengan unsur sarana dan  prasarana. Jika hal ini bersifat 
material akan lebih berdayaguna.  
Jika sumber daya dimaknai dengan kesiapan manusia dalam mengelola 
sebuah organisasi ini semua harus melihat dari beberapa aspek yang 
melatarbelakanginya dari personal tersebut. Bagaimana tingkat pendidikannya. 
Pengalaman dalam berorganisasi, dan sifat lain yang dimiliki yaitu sikap mental 
dalam suatu organisasi. Dari karakter pemarah, pendiam, agresif dan apatis, 
biasanya dalam suatu lembaga itu beragam karakter membaur, satu sama lain saling 
berinteraksi, masing-masing mempengaruhi atau bahkan saling mendominasi, hal itu 
tidak dipungkiri.  
Jika karakter tersebut sudah melekat kepada jabatan yang diemban. Maka ini 
warna dari organisasi akan terlihat. Ini semua termasuk dalam pengertian 
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sumberdaya manusia. Lain halnya, jika sumberdaya ini dipahami dan disikapi dari 
aspek kebendaan atau material maka nilai- nilai, ukuran dari suatu barang ini 
berkaitan dengan sifat harga, sebagai contoh jika melihat asset suatu lembaga maka 
ukurannya berupa luas lahan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, banyak modal 
yang tersedia dalam organisasi itu, seberapa besar keuntungan atau benefit dari 
lembaga itu menghasilkan keuntungan baik pertahun, perbulan, perminggu atau 
dalam hitungan hari atau jam. 
Sumberdaya menjadi penting bahkan lebih jauh bahwa sumberdaya dilihat dari 
dua sisi yaitu sumberdya manusia dan sumberdaya alam.Hal ini dapat memacu 
percepatan pertumbuhan   lembaga   atau organisasi oleh karena itu sumberdaya 
penting dalam menggerakkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 
Tanggapan responden mengenai penyampaian informasi tentang program kerja 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kepada masyarakat. Tanggapan 
Responden yang menyatakan itu selalu menyampaikan informasi program kerja 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kepada masyarakat, tanggapan 
responden menyampaikan sebesar 43,33 persen.  
Menyikapi program kerja atau dapat juga disebut planing (perencanaan) 
sebaik- baiknya oraganisasi memiliki perencanaan karena, perencanaan bagaikan 
peta arah menunjukkan bergeraknya suatu organisasi dan perencanaan yang baik 
harus dapat diinformasikan kepada pemangku kepentingan dan juga unit bahkan 
personal yang terkait dalam lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Dari 
informasi sudah dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
disampaikan kepada masyarakat dengan perolehan hasil pendapat responden 
seperti yang dipaparkan tersebut.  
Kemudian responden yang menyatakan bahwa sering menyampaikan tentang 
program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kepada masyarakat 
pernyataan tersebut sebanyak 43,33 persen. Menggambarkan bahwa informasi 
telah disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat 
menerima informasi secara menyeluruh, karena bisa jadi pendapat masyarakat yang 
berbeda, tidak semua menerima program tersebut secara mutlak, banyak faktor 
ketidak-sempurnaan informasi yang diterima, kedala waktu, perbedaan persepsi, dan 
faktor-faktor lain yang menyebabkan informasi tidak secara utuh diterima 
masyarakat.  
Selanjutnya pernyataan dari responden yang menyatakan kadan - kadang 
menyampaikan informasi program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
kepada masyarakat perolehannya sebesar 13,33 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa 
masyarakat hanya sebagian saja menerima informasi tentang program kerja 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penyampaian informasi yang tidak 
secara keseluruhan ini karena ketidak sesuaian waktu antara yang menyampaikan 
informasi dengan yang menerima informasi.  
Keragaman aktivitas masyarakat tentu tidak sama demikian juga pengurus 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga mempunyai kewajiban kerja pokok 
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secara pribadi yang juga tidak sama dengan uang waktu yang tersedia dalam 
masyarakat, selain itu waktu senggang yang secara bersamaan sering sulit 
didapatkan. Faktor kepentingan pribadi yang tidak sama itulah berdampak kepada 
luang waktu yang tersedia semakin sulit, sehingga informasi program kerja Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bisa menjadi terhambat. Kemudian pendapat 
Responden yang menyatakan pendapat bahwa jarang menyampaikan informasi 
program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar 0 persen dan 
pernyataan Responden tentang tidak pernah menyampaikan informasi program 
kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 0 persen.  
Dengan demikian pernyataan untuk keduanya dimaksudkan bahwa Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selalu dan sering menyampaikan berbagai 
informasi kepada masyarakat berkaitan dengan program-program kerja guna 
meningkatkan fungsi serta perannya dimasyarakat dan tidak pernah mengabaikan 
penyaluran dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Karena Pengurus 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menyadari peran penting informasi harus 
segera disampaikan kepada masyarakat, karena tanpa dukungan dan peran serta 
masyarakat keberadaan lembaga tersebut tidak mempunyai arti. Tanggapan 
Responden mengenai Selalu berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan 
bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM). Dari pernyataan itu diperoleh 46,67 peren. 
Dengan demikian dari hasil responden itu menunjukkan bahwa pengurus atau 
pengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selalu berkomitmen terhadap 
upaya mewujudkan program kerja guna kepentingan masyarakat, komitmen dan 
tanggung jawab ini diwujudkan dengan laporan hasil kerja pelaksanaan rentang 
waktu yang diemban selama masa periode jabatannya. Bentuk tanggung jawab itu 
tersampaikan kepada bentuk pencapaian hasil kerja, dan juga menyampaikan 
hambatan dan kendala yang dihadapi ketika memangku tugas yang diembannya. 
Pertanggungjawaban itu bukan hanya pertanggungjawaban program kerja tetapi 
seluruh aktivitas yang dilakukan berikut anggaran yang didapat dan anggaran yang 
digunakannya. 
Hasil dari responden yang menyatakan sering berkomitmen dalam 
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan LPM. 
Diperoleh sebesar 43,33 persen. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa LPM sering 
berkomitmen, perwujudan ini tentunya lembaga tersebut juga bukan berarti 
pelaksanaan tugasanya selalu tanpa hambatan, namun juga dalam pelaksanaan 
tugasnya mengalami dan beragam bentuknya karena LPM merupakan organisasi 
sosial yang tidak mungkin sempurna apalagi sudah menyangkut banyak pihak yang 
terlibat tentunya tidak mudah, perlu usaha yang maksimal dan penuh keseriusan 
yang panjang dan disertai kesabaran. Kemudian yang menyatakan kadang-kadang 
berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan kegiatan LPM yang mendapat presentase  sebesar 3,333 persen.  
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Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga sosial, senantiasa bersentuhan 
dengan masyarakat, sedangkan masyarakat itu bersifat dinamis, berkembang dan 
mengikuti mengikuti perubahan jaman, oleh karenanya pengurus  LPM  juga harus 
mengikuti perkembangan itu, jika tidak mengikuti perubahan tentunya lembaga ini 
akan semakin sulit mengajak apalagi mendorong masyarakatnya kearah perubahan 
yang lebih meningkat lagi.  
Selanjutnya tanggapan responden yang menyatakan jarang berkomitmen 
dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 
LPM, sebesar 6,667 persen . Jika melihat pernyataan ini menunjukkan bahwa LPM 
dalam komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya sekedar 
kesadaran yang penuh saja tapi juga kemampuan daya kelola lembaga dan juga tahu 
jenis-jenis pelaporan  pertanggung jawaban, baik pertanggung jawaban berupa 
bergeraknya program-program yang dicanangkan tapi bisa juga 
pertanggungjawaban berupa finansial yang digunakan oleh lembaga. Kepercayaan 
masyarakat harus terus dijaga.  
Sehingga lembaga itu tumbuh dan terus berkembang dengan dukungan 
masyarakat luas. Lebih lanjut yang menyatakan tidak pernah berkomitmen dalam 
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan LPM. 
Menyampaikan informasi sebesar 0 persen. Dengan demikian bahwa LPM selalu 
dan menempatkan orang yang tepat dan kompeten dalam kepengurusan LPM untuk 
melaksanakan program-prograam kerja guna meningkatkan fungsi dimasyarakat. 
Tanggapan responden mengenai penyediaan fasilitas yang dimiliki oleh LPM, yang 
menyatakan itu selalu tersedia 50 persen. 
Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa memang fasilitas untuk LPM selalu 
tersedia fasilitas walaupun fasilitas yang sangat memadai belum mutlak ada, tetapi 
fasilitas yang bersifat umum sudah tersedia seperti ruang kantor LPM, berikut 
kelengkapan kantor dan ukurannya yang tersedia memang berbeda-beda dari setiap 
kelurahan namun pada umumnya. Lembaga ini sudah memiliki fasilitas yang 
tersedia. Untuk kelayakan dan pemenuhan kelengkapan serta kenyamanan fasilitas 
ini tergantung kreatifitas pengurus LPM dalam pemenuhan fasilitas yang lebih 
dikatakan  layak. 
Selanjutnya yang menyatakan sering disediakan fasilitasnya adalah 43,33 
persen. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penyediaan fasilitas LPM tidak terlepas 
darI upaya yang lebih bersungguh- sungguh. Karena kemampuan daya juang dalam 
upaya memenuhi fasilitas kantor bisa juga dari kontribusi masyarakat atau 
sukarelawan yang bersedia menyumbangkan fasilitas kantor. Atau juga pengurus 
lembaga mencari dana yang tidak mengikat sehingga pengelolaan dana yang 
dinamis, kemampuan pengelolaan dana untuk pengembangan lembaga suatu upaya 
dalam pemenuhan kelengkapan atau fasilitas kantor LPM. 
 Berikutnya yang menyatakan kadang-kadang  adalah 3,333 persen. Pernyatan 
ini bahwa LPM memiliki fasilitas namun belum layak, dan sarana yang tersedia 
masih terbatas. Bahwa memang LPM memiliki ruang kantor tetapi meja kursi masih   
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terbatas. Jika untuk kumpul seluruh pengurus lembaga tidak cukup menampung dan 
kursi tidak cukup tersedia untuk itu semua. Jadi ini yang medorong para   pengurus 
untuk terus berupaya memenuhi fasilitis meskipun secara bertahap. 
Kemudian responden yang menyatakan jarang disediakan fasilitasnya sebesar 
3,333 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa dari keterbatasan sarana tetapi program 
kerja harus terus berjalan dan terus digulirkan. Keterbatasan ini bukan menjadi 
penghalang untuk berbuat yang terbaik bagi lembaga. LPM kerapkali menggunakan 
fasilitas yang ada dikelurahan seperti aula dan kelengkapan kantor kelurahan bila 
ada aktivitas yang melibatkan banyak pihak dari komponen masyarakat. Kemudian 
yang menyatakan tidak menyediakan sebesar 0 persen. 
Dimaksudkan bukan berarti sama sekali tidak ada fasilitias, tersedia fasilitas 
namun terbatas. Kekuranganatau keterbatasan itu harus terus diupayakan 
pemenuhannya secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu LPM selalu 
mencari terobosan agar keluar dari kesulitan atau keterbatasan fasilitas tersebut, 
guna menopang kelancaran program-program kerja LPM. 
Implementasi kebijakan yang menopang upaya memfungsikan LPM dari sudut 
disposisi. Disposisi merupakan rangkaian yang penekanannya kepada pelaksanaan 
kebijakan. Disposisi dimaksudkan dalam rangkaian implementasi kebijakan 
kemampuan pemahaman terhadap bentuk kebijakan yang telah ditetapkan 
merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi pelaksanaan yang akan 
melakukan upaya penyampaian isi serta kandungan dari bentuk kebijakan yang 
akan diterapkan kepada masyarakat. Jika ingin efektif pelaksanaan implementasi 
kebijakan maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan 
dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya atau 
penerapannya. 
Program-program pemerintah agar bisa diterapkan dan dijalankan pada 
masyarakat luas melalui LPM. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program 
kerja LPM, tidak terlepas dari dukungan sarana, baik sumber dana maupun sumber 
daya manusia. Dalam mencapai prestasi kerja yang baik, berdaya guna dan berhasil 
guna, diperlukan sarana yang dapat menunjang keberhasilan itu, fasilitas yang 
lengkap merupakan jawaban yang tepat untuk mewujudkan prestasi kerja. Berkaitan 
dengan penyedian fasilitas untuk menunjang kelancaran kerja LPM, sumber-sumber 
yang diperoleh untuk pembiayaan yaitu hasil swadaya masyarakat, bantuan 
pemerintah dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 
Berikut ini hasil  wawancara tanggal 12 Mei 2018 dengan Bapak Saiman 
dengan   pengurus LPM keterkaitan dengan faktor penunjang penyelenggaraan 
LPM. Tanggapan responden yang menyatakan pemahaman visi dan misi serta 
program kerja bagi pengurus dalam stuktur LPM rangka meningkatkan fungsi 
lembaga tersebut serta manfaatnya bagi masyarakat. LPM selalu memahami visi 
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Hal ini dimaksudkan bahwa hampir sebagain besar pengurus lembaga sudah 
memahami arah kebijakan yang telah digariskan, sebagai pelaksana program 
tentunya lebih dahulu memahami apa yang menjadi acuan dan panduan untuk 
beraktivitas. Visi misi yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Bekasi secara   bergulir 
juga diturunkan kepada program program organisasi dibawahnya. Demikian pula 
LPM tidak terlepas pada bingkai besar visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. 
Aktivitas atau kegiatan yang diemban bagi para pengurus lembaga merupakan 
cerminan dari kepatuhan dalam menerima limpahan tugas dari lembaga (Saiman, 
2018).  
Oleh karena disposisi atau sikap pelaksana harus sesuai dengan koridor 
aturan yang telah digariskan oleh LPM. Sikap para perlaksana dalam melaksanakan 
program ada kemungkinan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan lembaga 
atau sebaliknya bisa juga melenceng dari ketetapan yang telah digariskan oleh 
lembaga. Untuk itu jika mengacu kepada hasil responden tersebut bahwa pengurus 
atau pelaksana lembaga sudah sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan 
oleh LPM (Saiman, 2018). 
Selanjutnya yang menyatakan sering memahami visi, misi dan program  kerja 
LPM sering adalah 43,33 persen. Bahwa sikap aparat pelaksana ini juga berkaitan 
dengan sikap mental dan kesungguhan dalam melakukan sesuatu dan dapat 
menjadikan pola semangat yang terintegrasi antara kesungguhan dan kemauan 
yang konsisten dalam memajukan lembaga. Sedangkan yang menyatakan kadang-
kadang memahami visi, misi dan program kerja LPM adalah 13,33 persen 
(Saiman, 2018).  
Bahwa suatu organisasi atau lembaga memerlukan upaya yang sunguh-
sungguh. Kesungguhan ini bukan tanpa dasar tetapi senantiasa bersandar pada 
komitmen yang kuat dan sikap para pengurus terhadap  keseriusan dalam upaya 
mewujudkan program dan rencana kerja dari lembaga. Selanjutnya yang 
menyatakan jarangmemahami visi, misi dan program kerja LPM 0 persen. Hal ini 
menunjukkan bahwa disposisi atau sikap para pengurus LPM dalam upaya 
mewujudkan program kerja memiliki pemahaman aturan. 
Dengan demikian guna mewujudakan program tidak salah arah atau 
melenceng. Kemudian yang menyatakan tidakmemahami visi, misi dan program 
kerja LPM 0 persen. Sesungguhnya bahwa pengurus tidak ada yang tidak 
memahami aturan atau ketentuan semuanya telah memahami aturan. Walaupun 
dalam pelaksanaan tugas ada kekurangan itu semua bukanlah suatu yang sengaja 
dilakaukan akan tetapi semua sudah berdasarkan koridor atau ketentuan yang telah 
diberlakukan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian bahwa adanya LPM bagi 
masyarakat dapat dirasakan fungsinya atau peranannya bagi masyarakat. 
Ketersediaan insentif sebagai rangrsangan untuk mendorong LPM yang 
menyatakan selalu adanya insentif struktur kepengurusan dalam rangka 
meningkatkan fungsi sehingga LPM dapat bermanfaatnya bagi masyarakat yang 
menyatakan itu selalu 40 persen. Hal yang dimaksud adalah bahwa insentif atau 
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daya rangsang untuk para pengurus LPM adalah kesanggupan lembaga itu dalam 
mengelola dana yang tersedia, dan memang tidak dalam ketentuan bahwa pengurus 
mendapatkan masukan atau gaji dari lembaga tersebut.  
Bila memang ada pemasukan yang melebihi dari pada pengelolaan dan 
pendapatan lembaga yang rutin dari pendapatan yang sah. Bisa saja para pengelola 
mendapatkan insentif atau bonus dari aktivitas yang dilakukan dalam orgnisasi. 
Selanjutnya yang menyatakan sering tersedia insentif sebesar 50 persen. Bahwa 
ada semacam dana penglolaan agar lembaga dapat terselenggara dan juga ada 
semacam pemasukan dana dari sumbangan yang tidak mengikat bagi lembaga 
tersebut. Bila anggaran yang didapat surplus maka   memungkinkan insentif dapat 
diberikan kepada seluruh anggota  lembaga. 
Kemudian yang menyatakan kadang-kadang adalah sebesar 6,667 persen. Hal 
ini menunjukkan bahwa LPM merupakan lembaga yang tumbuh dan berkembang 
dari masyarakat yang merupakan sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk itu 
peran sebagai lembaga sosial lebih maju atau lembaga yang tertinggal kemajuannya 
itu bisa di proyeksikan dengan standar. Sehingga  jawaban mutlak ada dengan 
standar yang telah ditentukan dan dapat berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang 
berlaku. Dengan demikian bahwa LPM diharapkan mempunyai peran dan fungsi 
yang didasarkan kepada standar yang telah ditetapkan sesuai kebijakan yang ada 
untuk menumbuhkan fungsi secara optimal bagi masyarakat. 
 
PENUTUP 
Hasil penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) 
No. 04 tahun 2005 dalam upaya memfungsikan LPM. Maka diperoleh hasil bahwa 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan ketentuan tersebut yaitu dalam 
pemilihan staf ditempatkan orang atau personal yang kompeten. Menyebarkan 
informasi dilakukaan agar aktivitas lembaga berjalan. 
Wewenang yang ada sebagai motor penggerak dalam mendorong laju kegiatan 
LPM. Ada fasilitas dalam lembaga walaupun jumlahya masih sangat terbatas. 
Pelaksanaan implementasi  kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2005 
dalam upaya memfungsikan LPM di Kecamatan Bekasi Utara bila dikaji berdasarkan 
Disposisi. Terdapat dua indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan 
yaitu : Pengangkatan birokrat dan nsentif 
Hasil penelitian tentang implementasi Perda No. 04 Tahun 2005 dengan 
berpedoman pada teori George C. Edwad III. Diperoleh hasil bahwa penerapan 
disposisi dalam lembaga telah dilakukan hal ini diperoleh dari pernyataan hasil 
penelitian bahwa LPM telah melakukan pengangkatan pengurus Lembaga sesuai 
dengan kemampuan dan kapasitas yang diperlukan oleh lembaga dan masyarakat. 
Selain itu juga perolehan insentif ada walupun tidak meningkat dan lebih banyak 
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Pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 
2005 dalam upaya memfungsikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 
Kecamatan Bekasi Utara bila dikaji berdasarkan Struktur Birokrasi. Terdapat satu 
indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan yaitu : Standard Operating 
Prosedures (SOPs). 
Hasil penelitian implementasi Perda No.04 Tahun 2005 berkaitan dengan 
upaya memfungsikan LPM dengan mengacu kepada Standar Operating Prosedures 
(SOPs). Bahwa  lembaga tersebut telah melakukan standar tersebut, namun dalam 
penerapannya standar tersebut masih terus disempurnakan lagi, disesuaikan dengan 
dinamika masyarakat dan kemampuan para pengurus lembaga sehingga hasil yang 
diharapkan LPM dapat berfungsi. Dari pelaksanaan implementasi kebijakan, 
ditunjang  dengan teknik-teknik implementasi  kebijaka. Maka upaya memfungsikan 
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